HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PROTEKSI KERJA PERUSAHAAN

  DAN TINGKAT UPAH TERHADAP RASA AMAN KARYAWAN





Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka  membentuk  manusia  Indonesia 
seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  selain  sebagai  obyek 
pembangunan, manusia juga berperan sebagai subyek pembangunan, karena pada dasarnya manusia 
adalah  perencana,  pelaksana,  sekaligus  pengawas  kelangsungan,  perkembangan,  dan  kemajuan 
pembangunan.
Veithzal Rivai (2005:1) menjelaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia di dalam 
perusahaan  menempati  posisi  penting  di  dalam  usahanya  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah 
direncanakan.  Oleh  karena  itu  perusahaan  harus  menyadari  bahwa  usaha  untuk  mencapai 
keberhasilan tidak hanya tergantung pada melimpahnya sumber daya alam dan teknologi, tetapi 
juga tergantung pada pengelolaan sumber daya manusianya.
Menurut  BPEN  dalam  www.ppei.pu.go.id menjelaskan  bahwa  dalam  era  liberalisasi 
perdagangan dunia selain akan menciptakan suatu ancaman bagi produk domestik tetapi juga akan 
membuka  peluang  bagi  produsen  lokal.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang 
semakin pesat turut mewarnai perjalanan bisnis saat ini sehingga membuat perusahaan yang lambat 
dalam  beradaptasi  dengan  perubahan  ini  akan  susah  untuk  bertahan  dalam  persaingan  bisnis 
mendatang.
Dalam lingkungan yang selalu berubah, perusahaan diharapkan dapat mengikuti adanya 
perubahan  tersebut,  hal  ini  disebabkan  karena  berkembangnya  jaman  menuntut  sumber  daya 
perusahaan untuk senantiasa mengikuti perubahan tersebut jika tidak ingin ketinggalan jaman.
Madjuki dalam  www.Pu.go.id menyatakan bahwa dalam konteks organisasi,  perubahan 
dimulai dari sumber daya manusia yang keberadaannya terhimpun dan terikat hukum, terikat oleh 
sarana, terikat oleh jenis-jenis pekerjaan, terikat oleh cara pekerja/ tata kerjanya yang satu dengan 
yang lain terkadang sangat spesifik dan berbeda.
Sanusi dalam Cut Zahri Harun (2001:4) mengemukakan :
........sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  pengembangan 
kualitas sumber daya manusia  bukan lagi  merupakan isu atau tema retorik,  melainkan 
merupakan  taruhan  atau  andalan  serta  ujian  setiap  individu,  kelompok,  golongan 
masyarakat, dan bahkan setiap bangsa.
Tenaga  kerja  sebagai  sumber  daya  manusia  memegang  peranan  sangat  penting  dalam 
kelangsungan hidup perusahaan, karena seluruh kegiatan produksi dipengaruhi oleh kemampuan 
tenaga kerja. Artinya, tenaga kerja merupakan asset berharga bagi sebuah perusahaan untuk dapat 
mewujudkan rencana-rencana maupun tujuan-tujuan perusahaan,  dengan kata lain bahwa tenaga 
kerja  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  bertindak  sebagai  penentu  keberhasilan  suatu 
organisasi atau perusahaan. 
Dengan  semakin  meningkatnya  peran  tenaga  kerja  dalam  kegiatan  perusahaan  dan 
semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada 
tingginya risiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Dengan demikian 
perlu adanya upaya peningkatan perlindungan atau proteksi terhadap tenaga kerja.
Veithzal  Rivai  (2005:394)  mengemukakan  bahwa  proteksi  merupakan  sistem 
perlindungan  berupa  kompensasi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  diterapkan  oleh 
perusahaan kepada karyawannya, dengan memberikan rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan 
maupun keselamatan  fisik  bagi  pekerja  sehingga  pekerja  dapat  beraktivitas  dengan  tenang  dan 
dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan nilai tambah perusahaan. 
Proteksi  atau  perlindungan  pekerja  merupakan  suatu  keharusan  bagi  perusahaan  yang 
diatur  oleh  pemerintah  dalam  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  masalah  proteksi  kerja 
perlu  mendapatkan  perhatian  besar  dari  para  manajer.  Para  pekerja  seringkali  mengalami 
kecelakaan  dalam  bekerja.  Dalam  Siswanto  Sastrohadiwiryo  (2002:89)  menjelaskan  bahwa 
“Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat 
menimbulkan korban manusia dan harta benda”.
Gary Dessler (1997:303) menyatakan bahwa angka kecelakaan yang berhubungan dengan 
kerja sangat mengejutkan,  sebagai contoh dalam satu tahun terakhir  ada lebih dari  6.200 orang 
meninggal dan lebih dari 6,5 juta luka-luka karena kecelakaan di tempat kerja, ini berarti lebih dari 
8 kasus per 100 pekerja.
Lebih lanjut Dessler (1997:311) mengemukakan tiga alasan dasar terjadinya kecelakaan di 
tempat kerja, yaitu kejadian yang bersifat  kebetulan,  kondisi tidak aman, dan tindakan-tindakan 
yang tidak aman yang dilakukan pihak karyawan.
Kejadian yang bersifat kebetulan membantu terjadinya kecelakaan namun kurang lebih di 
luar  kontrol  dari  manajemen perusahaan.  Sedangkan contoh faktor-faktor  yang termasuk dalam 
kondisi tidak aman misalnya peralatan rusak, penerangan yang tidak memadai, dan saluran udara 
yang kurang sehat. Tindakan tidak aman karyawan yang dapat menyebabkan kecelakaan misalnya 
dengan membuat peralatan keamanan tidak beroperasi dengan memindahkan atau melepasnya.
Oleh  Veithzal  Rivai  (2005:411),  masalah  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  karyawan 
menunjuk kepada kondisi-kondisi sosiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan 
oleh  lingkungan kerja  yang disediakan oleh  perusahaan.  Jika sebuah perusahaan melaksanakan 
tindakan-tindakan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, maka lebih sedikit pekerja yang 
mengalami  cedera  atau  penyakit  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  sebagai  akibat  dari 
pekerjaan mereka di perusahaan tersebut.
Perusahaan harus selalu memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan 
menanamkan dalam diri  karyawan pentingnya bekerja secara aman,  dengan memastikan bahwa 
tidak ada kemungkinan untuk terjadi kecelakaan akan tetapi betapapun amannya tempat kerja tetap 
bisa saja terjadi kecelakaan kecuali kalau pekerja ingin dan pasti bertindak aman.
Gary Dessler (1997:311), kebanyakan ahli  keselamatan kerja sepakat bahwa komitmen 
keselamatan kerja dimulai pada manajemen puncak. Dessler memberikan ilustrasi berikut :
Satu dari contoh terbaik yang saya tahu dalam menetapkan prioritas yang mungkin paling 
tinggi untuk keamanan berlangsung pada sebuah pabrik  Du Pont di Jerman. Setiap pagi 
pada Du Pont Polyster and Nylon Plant direktur dan asistennya bertemu pada pukul 8.45 
untuk  membuat  tinjauan terhadap 24  jam yang lalu.  Hal  pertama  yang mereka  bahas 
bukan produksi, melainkan keselamatan. Hanya sesudah mereka menguji laporan-laporan 
tentang  kecelakaan  dan  hampir  tidak  menjumpai  serta  merasa  puas  bahwa  tindakan 
korektif  sudah dilakukan, baru mereka beralih untuk melihat masalah hasil,  mutu,  dan 
biaya.
Kesimpulannya,  tanpa  komitmen  yang  penuh  pada  semua  level  manajemen,  semua 
tindakan apapun untuk mengurangi  yang tidak aman bagi  karyawan akan sedikit  kemungkinan 
berhasilnya.
Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja ini, para karyawan akan terpacu 
untuk  bekerja  dengan  optimal.  Di  dalam  diri  mereka  akan  timbul  suatu  rasa  aman  di  dalam 
melakukan segala  pekerjaannya,  sehingga  mereka  tidak  akan  segan-segan untuk  bekerja  sesuai 
perintah. Akibatnya output produk yang dihasilkan pun dapat optimal.
Dalam  Siswanto  Sastrohadiwiryo  (2002:114),  pelaksanakan  program  proteksi  atau 
perlindungan  kerja  yang  diperlukan  baik  untuk  yang  melakukan  pekerjaan  maupun  di  luar 
hubungan  kerja  dilakukan  melalui  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Karena  melalui  program  ini 
diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan dampak positif terhadap usaha peningkatan 
disiplin dan produktivitas tenaga kerja.
Iman Soepomo (2001:571) membagi ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja 
menjadi  4,  yaitu  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian,  jaminan  hari  tua,  dan  jaminan 
pemeliharaan kesehatan.
Dengan  berbagai  ruang  lingkup  tersebut,  jaminan  sosial  tenaga  kerja  menanggulangi 
risiko-risiko kerja yang sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan 
membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jaminan sosial 
tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai risiko 
sosial ekonomi.
Umi Zuraida (1992:1)  menyatakan bahwa setiap individu mempunyai  kebutuhan yang 
senantiasa berusaha untuk dipenuhi. Salah satu upayanya adalah dengan bekerja, karena dengan 
bekerja kebutuhan fisiologis, rasa aman, hubungan sosial, harga diri maupun perwujudan diri relatif 
terpenuhi.
Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa motivasi dasar bagi kebanyakan orang 
untuk bekerja adalah untuk mencari nafkah. Berarti apabila di satu pihak seseorang menggunakan 
pengetahuan,  keterampilan,  tenaga,  dan  sebagian  waktunya  untuk  bekerja,  di  lain  pihak  ia 
mengharapkan menerima imbalan tertentu. Imbalan merupakan sesuatu yang penting artinya bagi 
para  tenaga  kerja,  karena  imbalan  merupakan faktor  yang dapat  menarik,  memelihara  maupun 
mempertahankan tenaga kerja bagi kepentingan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu selain 
masalah keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan juga harus memperhatikan masalah imbalan 
(compensation) yang diterima oleh karyawan. 
Menurut  A.B.  Susanto  dalam  www.jakartaconsulting.com mengemukakan  kemampuan 
perusahaan  dalam  mempertahankan  karyawan  merupakan  konsep  kualitatif  yang  mendukung 
berkembangnya kemampuan sumber daya manusia. Perusahaan dapat mempertahankan karyawan 
yang mempunyai kinerja bagus dan dapat memudahkan karyawan yang berkinerja biasa-biasa saja 
untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri. Disamping itu usaha perusahaan untuk mempertahankan 
karyawan dapat dilakukan melalui  rewarding system, job security,  pengembangan pelatihan dan 
karir, pemberdayaan dan memupuk sense of belonging.
Dalam  Sondang  P.  Siagian  (1997:252),  setiap  organisasi  atau  perusahaan  mencoba 
merancang sistem imbalan (reward)  untuk para pekerja yang tidak lagi  dipandang semata-mata 
sebagai  alat  pemuasan  kebutuhan  materiilnya,  akan  tetapi  sudah  dikaitkan  dengan  harkat  dan 
martabat manusia. Akan tetapi bagi perusahaan hal itu cenderung dilihat sebagai suatu beban yang 
harus  ditanggung  oleh  perusahaan  tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam mengembangkan  dan 
menerapkan suatu sistem imbalan tertentu, kepentingan perusahaan dan kepentingan para pekerja 
mutlak perlu untuk diperhitungkan.
Memang dalam mengembangkan dan menerapkan suatu sistem imbalan tertentu,  suatu 
organisasi  menghadapi berbagai kondisi  dan tuntutan yang tidak hanya bersifat  internal,  seperti 
kemampuan organisasi membayar upah dan gaji wajar, akan tetapi sering pula bersifat eksternal 
seperti  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  persaingan  di  pasaran  kerja,  langka  tidaknya 
tenaga kerja yang dibutuhkan, kondisi perekonomian, tuntutan memanfatkan teknologi, dan lain-
lain. 
Apabila suatu organisasi atau perusahaan tidak mampu mengembangkan dan menerapkan 
suatu sistem imbalan yang memuaskan,  organisasi  bukan hanya akan kehilangan tenaga-tenaga 
terampil dan berkemampuan tinggi, akan tetapi juga akan kalah bersaing di pasaran tenaga kerja.
Dalam Achmad S. Ruky (2001:9) apa yang dimaksud dengan imbalan menurut Konvensi 
ILO termasuk :
Upah/ gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan 
langsung  atau  tidak  langsung,  apakah  dalam  bentuk  uang  tunai  atau  barang,  oleh 
pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan bentuk dari sistem imbalan 
(compensation) yang berlaku internasional. Veithzal Rivai (2005:379-380) mengemukakan tujuan 
dari pemberian upah (gaji) meliputi ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, 
stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh asosiasi usaha/ kadin, dan pengaruh 
pemerintah.
Pemerintah Indonesia melalui Departemen Tenaga kerja telah menetapkan suatu standar 
besarnya  upah  yang  diterima  pekerja  yang  disebut  dengan  Upah  Minimum  Regional  (UMR). 
Dalam  Achmad  S.  Ruky  (2001:191)  menjelaskan  bahwa  UMR  adalah  tingkat  upah  terendah 
(minimum) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jabatan atau pekerjaan terendah yang berlaku 
dalam suatu organisasi yang besarnya berbeda untuk masing-masing region (wilayah).
Secara  umum,  besarnya  upah  minimum  yang  berlaku  di  Indonesia  belum  mampu 
mencukupi kebutuhan hidup karyawan. Walaupun hal ini harus dikembalikan lagi kepada masing-
masing individu,  namun kita sadari  kalau kebutuhan setiap individu bervariasi.  Kenaikan harga 
barang-barang primer maupun sekunder terkadang tidak diikuti oleh kenaikan upah. Kalaupun ada 
kenaikan upah, belum mengimbangi kenaikan harga-harga tersebut. 
Achmad S. Ruky (2001:193) menjelaskan bahwa UMR terlalu kecil dan telah dijadikan 
sebagai satu-satunya acuan untuk besarnya upah di perusahaan. Yang lebih memprihatinkan lagi, 
masih banyak perusahaan-perusahaan yang cenderung menggunakan upah minimum sebagai upah 
maksimum dan diberlakukan untuk pekerjaan apa saja dan bahkan membayar upah karyawannya di 
bawah upah minimum yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan uraian latar  belakang di atas, maka dalam penelitian ini  mengambil  judul 
“HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PROTEKSI KERJA PERUSAHAAN DAN TINGKAT 
UPAH  TERHADAP  RASA  AMAN  KARYAWAN  PT.  BATIK  DANAR  HADI  DI 
SURAKARTA”.
B. Pembatasan Masalah
Agar  pemahaman  dapat  dilakukan  dengan  mudah  dan  lebih  terarah,  maka  diperlukan 
adanya  ruang  lingkup  analisa  yang  membatasi  permasalahan  dan  pembahasan.  Adapun  ruang 
lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini  terbatas pada masalah tingkat  proteksi  kerja perusahaan, 
tingkat upah, dan rasa aman karyawan PT. BATIK DANAR HADI di Surakarta.
2. Lokasi  penelitian  hanya  terbatas  pada  karyawan bagian  produksi  PT.. 
BATIK DANAR HADI.
C. Perumusan Masalah
Menurut  Tuckman  dalam Sugiyono  (2003:28)  menyatakan  bahwa  “Rumusan  masalah 
yang baik adalah  yang menyatakan hubungan antara  dua  variabel  atau  lebih dinyatakan dalam 
bentuk kalimat tanya, atau alternatif secara implisit mengandung pertanyaan”.
Berdasarkan teori di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan “Apakah tingkat 
proteksi kerja perusahaan dan tingkat upah berpengaruh positif terhadap rasa aman karyawan PT. 
BATIK DANAR HADI di Surakarta?”
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah merupakan acuan untuk merealisasikan aktivitas penelitian yang 
akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini juga perlu adanya 
tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga penelitian akan 
dapat  bekerja  secara  terarah dalam mencari  data  sampai  pada  langkah pemecahan masalahnya. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui apakah tingkat proteksi kerja perusahaan mempunyai 
hubungan dengan rasa aman karyawan PT. BATIK DANAR HADI di Surakarta.
2. Untuk mengetahui  apakah  tingkat  upah mempunyai  hubungan dengan 
rasa aman karyawan PT. BATIK DANAR HADI di Surakarta.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat proteksi kerja perusahaan dan tingkat 
upah berpengaruh terhadap rasa aman karyawan PT. BATIK DANAR HADI di Surakarta.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi perusahaan yang diteliti 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 
perusahaan meningkatkan proteksinya terhadap karyawan dan dalam upaya menentukan upah 
yang sesuai dengan keinginan karyawan yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap rasa 
aman karyawan.
2. Bagi penulis 
Penulis ingin mengetahui pengaruh tingkat proteksi kerja perusahaan dan tingkat upah terhadap 
rasa aman karyawan PT. BATIK DANAR HADI di Surakarta.
3. Bagi pihak-pihak lain 
Diharapkan  dapat  membantu  pihak  lain  yang  terkait  dengan  manajer  personalia  dalam hal 
proteksi  kerja  dan  upah.  Selain  itu  dapat  pula  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  dan 
perbandingan dalam pembahasan masalah yang sama dalam penelitian lain yang serupa.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memudahkan pemahaman dan penganalisaan , secara sistematis penulisan skripsi 
penulis kemukakan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
Bab II Landasan Teori
Bab ini menguraikan tentang proteksi, upah, dan rasa aman karyawan, serta kerangka 
pemikiran dan hipotesis
Bab III Metode Penelitian
Bab  ini  menjelaskan  tentang  jenis  penelitian,  variabel  penelitian,  tempat  dan  waktu 
penelitian,  populasi,  sampel,  sampling,  teknik pengumpulan data,  dan teknik analisis 
data.
Bab IV Penyajian Data dan Pembahasan
Pada  bab  ini  diuraikan  tentang  gambaran  umum  perusahaan,  penyajian  data  dan 
pembahasan hasil penelitian.
Bab V Penutup dan Kesimpulan
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari serangkaian pembahasan dan penelitian 
serta saran-saran yang perlu disampaikan.
